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Penelitian ini dilatarbelakangi sejak disahkannya Undang-Undang Cipta
Kerja Nomor 11 Tahun 2020 untuk menciptakan lingkungan usaha dan investasi
yang kondusif melalui legalitas perizinan usaha UMKM lebih mudah dan
sederhana. Namun banyak masyarakat yang belum memahami untuk memperoleh
hak tersebut. UD Lumintu UMKM marmer di Tulungagung yang mengalami
kesulitan berkaitan dengan legalitas usahanya sesuai Undang-Undang Cipta Kerja
Nomor 11 Tahun 2020 atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan
peneliti meliputi proses legalitas usaha UD Lumintu Desa Gamping Kecamatan
Campurdarat yang dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11
Tahun 2020 mengenai proses mendapatkan perizinan usaha bagi usaha mikro
kecil menengah dan kemaslahatan bagi UD Lumintu dalam perizinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis
penelitian yuridis empiris (field research). Lokasi penelitian berada di UD
Lumintu Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dokumen perizinan UMKM
UD Lumintu Desa Gamping Kecamatan Campurdarat memiliki izin NIB dan
NPWP. Untuk proses perizinan dibantu oleh pihak Bank BRI 2) Dokumen
perizinan yang dimiliki UD Lumintu sudah sesuai dengan Undang-Undang Cipta
Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini didasarkan UD Lumintu tergolong UMKM
beresiko rendah yang hanya cukup membutuhkan NIB sebagai bentuk legalitas
dan bukti pendaftaran. 3) Kemudahan perizinan UMKM pada UD Lumintu
merupakan bentuk mashlahah mursalah yang dipandang baik serta menjauhkan
keburukan. Sedangkan dokumen perizinan UD Lumintu termasuk mashlahah
hajiyyah sebagai pemenuh kebutuhan manusia.
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The background of this research has been the enactment of the Job
Creation Law Number 11 of 2020 to create a conducive business and investment
environment, for making the easier and simpler legalization of MSME business
licensing. However, many people do not understand how to obtain these rights.
UD Lumintu UMKM marble in Tulungagung which is experiencing difficulties
related to the legality of its business according to the Job Creation Law or not.

Based on the background above, the formulation of the problem proposed
by the researcher includes the business legality process of UD Lumintu, Gamping
Village, Campurdarat District, which is associated with the Job Creation Law No.
11 of 2020 regarding the process of obtaining business licenses for micro, small
and medium enterprises and the benefits of UD Lumintu in licensing.

The research method used is a qualitative method with a type of
empirical juridical research (field research). The research location is in UD
Lumintu, Gamping Village, Campurdarat District, Tulungagung Regency. Data
collection techniques use observation, interviews, and documentation. While data
analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study indicate that: 1) The UMKM licensing
documents for UD Lumintu, Gamping Village, Campurdarat District have NIB
permits and NPWP. For the licensing process, assisted by Bank BRI 2) Licensing
documents owned by UD Lumintu are in accordance with the Job Creation Law
Number 11 of 2020. This is based on UD Lumintu being classified as a low-risk
MSMEs that only need an NIB as a form of legality and proof of registration. 3)
The ease of licensing MSMEs at UD Lumintu is a form of mashlahah mursalah
which is seen as good and keeps bad away. Meanwhile, UD Lumintu's licensing
documents include mashlahah hajiyyah as a fulfillment of human needs.
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